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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) SKPD dan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD Tahun Anggaran 2025 dapat
kami susun dan selesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban perangkat daerah dalam
memberikan dukungan data, informasi, serta capaian kinerja sebagai bahan
penyusunan LPPD dan LKPJ kepala daerah. Dasar hukum penyusunan
laporan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, yang mengatur tata cara pelaporan dan evaluasi
kinerja perangkat daerah secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Laporan ini memuat informasi mengenai capaian Indikator Kinerja
Kunci, Akuntabilitas Kinerja (AKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat, Realisasi
Anggaran 2025, serta Rekomendasi dari DPRD yang dilaksanakan Badan
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini
diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja
perangkat daerah, serta menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan
efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Badan
Pendapatan Daerah serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam
penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi
peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pelaihari,  Februari 2026
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang
pendapatan, meliputi penyusunanan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas
dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang pendapatan.

Badan Pendapatan Daerah sebagai bagian penyelenggaraan
pemerintah daerah diwajibkan menyusun LPPD dan LKPJ untuk mendukung
LPPD dan LKPJ Kepala Daerah. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada pasal 69 ayat (1) yang
menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib untuk menyampaikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban, serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan atas
penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun yang mengacu
pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bapenda Kabupaten Tanah Laut Tahun
2025 dibuat dengan maksud :

ﬂ
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1. Sebagai bahan laporan teknis dan bahan pertanggungjawaban OPD
kepada Kepala Daerah dan DPRD.

2. Menunjukkan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran OPD sesuai
kewenangan masing-masing.

3. menjadi dasar bagi evaluasi kinerja

Tujuan dibuatnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini yaitu :

1. Memberikan data dan informasi yang akurat kepada Kepala Daerah dan
DPRD

2. Mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas OPD

3. Menjadi bahan evaluasi kinerja OPD oleh Kepala Daerah dan dasar
rekomendasi DPRD.

C. Dasar Hukum
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini BAPENDA Kabupaten Tanah Laut

tahun 2025 disusun berdasarkan atas :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang “Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tanah Laut

W
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D. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi
penunjang bidang pendapatan. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun
2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan
tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
1. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

bidang pendapatan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang pendapatan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah

Laut menurut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah, yaitu
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
2. Sekretariat, terdiri atas:

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

W
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c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan, Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pembinaan
Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
b. Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Bidang Pendaftaran Pajak Daerah, Pelayanan dan Informasi, terdiri atas:
a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah; dan
b. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi.
5. Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah, terdiri atas:
a. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB P2 dan BPHTB; dan
b. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Bukan PBB P2
dan BPHTB.
6. Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah, terdiri atas:
a. Sub Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah |; dan
b. Sub Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah II.
7. UPTD Badan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Proses Bisnis Bapenda sebagaimana Tugas dan Fungsinya yakni
menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini dibuat untuk melaksanakan amanat
Pasal 18A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai
Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Undang-undang ini berlandaskan pada 4 pilar utama, yakni :

1. Mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya
nasional yang efisien,
2. Mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan

W
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horinzontal melalui TKD (Transfer ke Daerah) dan Pembiayaan Utang
Daerah

3. Mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah

4. Harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk
penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan kesinambungan
fiskal

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Otonomi Daerah diharapkan secara perlahan mampu untuk membiayai
sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, sehingga secara perlahan bantuan dari
Pemerintah Pusat dapat berkurang dan Kemandirian Fiskal dapat terwujud.
Tingkat Kemandirian Fiskal ini diperoleh dari Realisasi PAD (Pendapatan Asli
Daerah) tahun berjalan dibagi Realisasi Pendapatan Daerah tahun Berjalan.
Kemandirian Fiskal dalam kategori Menuju Mandiri (25% < - < 50%) harus
didukung dengan Pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sumber PAD
ada 4, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten Tanah Laut dalam 5 Tahun
terakhir masih pada kisaran 8-10% atau masih dalam kategori Belum Mandiri.
Bapenda dalam meningkatkan PAD, bekerja secara langsung pada sumber
Pajak Daerah, sedangkan pada 3 Sumber lainnya hanya bisa melakukan
koordinasi dengan OPD dan BLUD/UPT yang memiliki tugas pada 3 Sumber
PAD tersebut, sehingga untuk meningkatkan kemandirian fiskal perlu
didukung OPD dan BLUD/UPT lainnya.

Sepanjang tahun 2025, kenaikan PBB-P2 menjadi polemik secara
nasional, sedangkan Tranfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat
dikurangi, ini tentu dapat mempengaruhi Kemandirian Fiskal Kabupaten
Tanah Laut. Tahun 2025 ini juga, Kabupaten Tanah Laut dipercaya dan
menyanggupi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) dan
Pekan Paralimpik Provinsi (PERAPROV) yang tentu dapat menunjang
Pendapatan Asli Daerah terutama pada unsur Pajak Daerah dengan

W
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masuknya banyak kontingen, atlit, dan pendukung dari Kabupaten/Kota di
Kalimantan Selatan.
F. Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran

Sumber daya manusia / susunan pegawai Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, dan fungsional
berjumlah 51 orang terdiri dari 28 orang PNS, 18 orang PPPK penuh waktu
dan 5 orang PPPK paruh waktu yang secara keseluruhan dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025
PNS Pendidikan
Golongan
V{1 ({inj{!|PPPK|PPPK |Total | S2|S1|D-|D-|SLTA|SLTP |SD
Total
Paruh |
Waktu
4 |22|1|1] 18 5 51 | 5 |27]12| - | 6 1 - | #

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Badan Pendapatan Daerah sesuai peta
jabatan dari 2025 - 2030 adalah 71 (tujuh puluh satu) orang. Saat ini, jumlah
pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 51 (Lima puluh satu)
orang. Bertambahnya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh
pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas
Badan Pendapatan Daerah dalam memberikan pelayanan prima serta
mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1
Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2025

SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut
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SDM BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT PER 31
DESEMBER 2025
25
20

15

10

2
—]

Pejabat Struktural Jabatan Jabatan PPPk Outsorcing
Fungsional Fungsional
Umum (JFU) Tertentu (JFT)

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 16
Pejabat struktural, 3 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 10
orang fungsional umum (JFU) dan 18 orang PPPK serta 5 orang
PPPK paruh waktu dengan jumlah keseluruhan 51 aparatur sipil

negara ditambah dengan 6 orang tenaga outsourching.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana
prasarana 559 unit peralatan, 2 unit gedung kantor, 1 pos jaga
Sedangkan sarana transportasi terdiri 5 unit kendaraan roda empat,
dan kendaraan roda dua 13 unit.

Tabel 1.2

Program, kegiatan dan Pagu Badan Pendapatan Daerah
kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

NO

PROGRAM/KEGIATAN PAGU

| |PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

13.668.542.614,84

M
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1 |Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.499.192,84

2 |Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
11.320.884.265,00

3 |Kegiatan Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 20.000.000,00

4 |Kegiatan Administrasi Umum Perangkat

Daerah 1.077.949.975,00

5 |Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah 643.819.198,00

6 |Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

404.205.984,00
7 |Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 190.184.000,00
I PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH 3.839.922.885,00
1 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah 3.839.922.885,00
JUMLAH 17.508.465.499,84

G. Sistematika Penyajian

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISl

]
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BAB | PENDAHULUAN
Latar Belakang
Maksud dan Tujuan

Dasar Hukum

A
B
C
D. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
E. Isu Strategis Perangkat Daerah
F. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
G. Sistematika Penyajian
BAB |l Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

B. Akuntabilitas Keuangan

C. Tindaklanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2025
BAB Il CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL (SPM)

BABV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

-
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Kinerja Kunci.

BABII
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diukur keberhasilannya melalui Indikator

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bagian Keuangan

dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Persentase PAD terhadap Pendapatan

Daerah. Indikator ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan

Daerah (IPKD), dimana salah satu dari enam dimensi IPKD, yakni “Kondisi

Keuangan Daerah” yang definisinya sama dengan Kemandirian Fiskal /

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.
Tabel 2.1

Cara Hitung Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

IKK

Cara Hitung

Persentase PAD Terhadap

Pendapatan Daerah

Persentase PAD

Realisasi Pendapatan Daerah

x 100%

Sumber : Kementerian Dalam Negeri

Tabel 2.2
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah 2021-2025

Tahun | Realisasi PAD (Rp) Realisasi Pendapatan Pefizmgzz PAD
Daerah (Rp) Pendapatgn
Daerah
2021 206.135.630.695,55 1.522.901.390.516,55 13,54%
2022 | 193.890.015.753,87 2.159.239.661.099,87 8,98%
2023 | 211.724.647.374,28 2.259.475.998.716,28 9,37%
2024 238.489.923.964,54 2.589.824.504.482 45 9,21%
2025 | 269.279.405.948,78 2.567.510.581.734,78 10,49%

Sumber : LRA Konsolidasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2025

Tabel 2.3
Capaian Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah 2023-2025

INDIKATOR | SATUAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025

KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN
gige"fase % 8,77 9,37 106,84 | 11,18 9,21 82,38 | 9,30 10,49 | 112,79
terhadap
Pendapatan

Daerah

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025

- ]
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Sumber : Sub Bagian Perencanaan, Sekretariat Bapenda

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025
menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang disajikan,
capaian indikator "Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah” pada
tahun 2025 tercatat sebesar 10,49% atau setara dengan 112,79% dari target
yang telah ditetapkan sebesar 9,30%. Capaian kinerja pada tahun 2025
melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun
sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024
adalah 9,21% dengan tingkat pencapaian 82,38% terhadap target tahun 2024.

Secara keseluruhan, capaian kinerja selama periode lima tahun terakhir
menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan kecendrungan pemulihan pada
tahun terakhir. Setelah mengalami koreksi tajam pasca-2021, Badan
Pendapatan Daerah menunjukkan resiliensi dengan kembali mencapai angka
10,48% pada tahun 2025. Periode ini diawali dengan capaian tertinggi sebesar
13,54% pada tahun 2021. Namun terjadi penurunan signifikan pada tahun
2022 menjadi 8,98% hal ini mengindikasikan adanya tantangan eksternal yang
berdampak pada produktifitas Badan Pendapatan Daerah yaitu terjadinya
penurunan PAD yang di sebabkan oleh penyertaan dana bank yang baru
dilaksanakan, sehingga pendapatan bunga yang biasa menopang

peningkatan PAD menjadi nihil.

Capaian indikator pada tahun 2023 sebesar 9,37% terjadi peningkatan
marjinal yang menunjukkan adanya pemulihan awal, akan tetapi capaian
indikator pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan, yaitu sebesar
9.21%. Meskipun pada tahun 2024 sempat terjadi sedikit koreksi, capaian
indikator masih menunjukkan stabilitas jika dibandingkan dengan kondisi
tahun 2022. Kemudian, memasuki tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah
berhasil mencatatkan pertumbuhan yang sangat positif. Capaian melonjak
sangat signifikan ke angka 10,49% menunjukkan bahwa strategi intensifikasi

dan ekstensifikasi pajak/ retribusi daerah mulai membuahkan hasil yang nyata.
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Kenaikan tahun 2025 merupakan sinyal kuat bahwa Badan Pendapatan

Daerah telah berhasil keluar dari fase stagnasi yang terjadi selama periode
2023-2024.

Tabel 2.4
Realisasi Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah
Tahun Nilai SAKIP Kategori
2021 83,11 A
2022 77,20 BB |
2023 79,25 BB |
2024 81,50 A
2025 81,95 A
Sumber : LHE AKIP dari Inspektorat Kab. Tanah laut 2023-2025
Tabel 2.5
Capaian Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah 2023-2025
INDIKATOR | SATUAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025
KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI CAPAIAN
Nilai SAKIP | o, 78 79,25 | 101,60 | 81 81,50 | 100,62 | 81,55 | 81,95 100,49
Perangkat
Daerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025 100,49%

Sumber : LHE AKIP dari Inspektorat Kab. Tanah laut 2023-2025
Nilai Evaluasi SAKIP 2025 mendapatkan nilai 81,95 (A), lebih tinggi dari
tahun sebelumnya, yakni 81,50 (A). Rincian penilaian SAKIP, yakni pada
komponen Perencanaan Kinerja tahun 2025 mendapatkan nilai 24,60.
Pengukuran Kinerja tahun 2025 dengan nilai 24,60. Pelaporan Kinerja tahun |
2024 dengan nilai 12,75 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2024
dengan nilai 20,00. Peningkatan terjadi pada komponen Pelaporan Kinerja
yang dimana nilai yang didapat yaitu 12,75, sedangkan tahun sebelumnya
12,30.

Gambar 2.1
Website Penilaian Mandiri SAKIP dan Monitoring Kinerja Per Triwulan

///’ //
7

Sumber : https://emonevpro.tanahlautkab.go.id/login/9/
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Gambar 2.2
Pendampingan Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Sumber : Sub Bagian Perencanaan

Adapun upaya yang sudah dilakukan dari tahun 2024-2025 untuk

keberhasilan realisasi indikator ini, yaitu :

1. Digitalisasi Layanan dan teknologi Informasi
Penggunaan sistem daring (Online) untuk pelaporan dan pembayaran
pajak/retribusi meningkatkan transparansi dan efisiensi. Penerapan
sistem pembayaran nontunai (cashless) melalui integrasi perbankan dan
e-commerce telah mempermudah wajib pajak dalam memenuhi
kewajibannya.
yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

2. Sosialisasi dan Edukasi Wajib Pajak
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan
sosialisasi yang intensif mengenai Pajak Daerah yang meningkatkan
kesadaran, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak daerah.

3. Peningkatan Kualitas Data Wajib Pajak
Akurasi Data melalui Pemutakhiran Database, Badan Pendapatan Daerah
secara konsisten melakukan pendataan ulang dan verifikasi lapangan
terhadap objek pajak baru, khususnya pada sektor Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB-P2) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

w
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4. Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pondasi utama dalam meningkatnya
pendapatan pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi kepatuhan waijib
pajak maka semakin optimal juga pendapatan.

5. Pemberian Reward dan Punishment
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah
mengimplementasikan strategi ganda melalui pemberian apresiasi
(Reward) dan Penegakan Sanksi (Punishment), sehingga Pendapatan
menjadi lebih optimal. Implementasi program reward seperti Pemberian
penghargaan kepada wajib pajak Restoran/Rumah Makan dan PBB-P2,
Program Undian Berhadiah dan Diskon PBB-P2. Implementasi strategi
Punishment berupa Sanksi Administrasi, penagihan aktif dan surat
teguran secara berkala hingga penertiban dengan melibatkan Aparat
Penegak Hukum, Satpol PP dan Kejaksaan .

Adapun kendala-kendala yang dihadapi , yaitu:

1) Kualitas dan integrasi data pajak
Belum optimalnya pemutakhiran data objek dan subjek pajak (seperti
PBB-P2 dan Pajak reklame) mengakibatkan potensi pajak yang tercatat
tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

2) Keterbatasan Infrastruktur teknologi
Belum seluruh jenis transaksi retribusi dan pajak terintegrasi secara
penuh dalam sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
(ETPD), sehingga masih terdapat celah kebocoran pada pemungutan
manual.

3) Rendahnya kepatuhan wajib pajak
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakan tepat waktu yang seringkali di sebabkan oleh kurangnya
pemahaman atas manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

4) Validasi data Objek Pajak di tingkat Desa

#
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Kurangnya koordinasi dalam pelaporan perubahan kepemilikan lahan
atau alih fungsi lahan di tingkat desa/kelurahan menghambat akurasi
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

5) Lemahnya Penegakan Sanksi (Punishment)
Belum maksimalnya penerapan sanksi administratif maupun tindakan
hukum yang tegas bagi wajib pajak yang menunggak, sehingga tidak
memberikan efek jera

Adapun upaya perbaikan yang telah dilakukan pada tahun 2025, yaitu:

1) Penguatan Basis data dan Sinergi Kewilayahan
Pemutakhiran Data Pajak (PBB-P2 & PKB) dengan melakukan rapat
koordinasi dan validasi data secara masif yang melibatkan Aparatur
Desa, Tenaga Ahli, dan perwakilan UPPD Samsat Pelaihari. Serta
melakukan verifikasi lapangan dengan menyesuaikan data objek pajak
dengan kondisi rill untuk memastikan SPPT (Surat pemberitahuan
Pajak Terutang) diterbitkan secara akurat.

2) Melaksanakan High Level Meeting (HLM) ETPD (Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah
melaksanakan koordinasi rutin dengan OPD penghasil Retribusi untuk
memastikan seluruh alur transaksi terekam secara elektronik dan
transfaran, guna meminimalisir kebocoran potensi serta perluasan
kanal digital melalui implementasi sistem pembayaran nontunai melalui
QRIS, Mobile Banking dan e-commerce untuk memudahkan waijib
pajak.

3) Pengendalian dan Penagihan Aktif
Menerapkan skema penagihan “door to door dan pengawasan ketat
terhadap wajib pajak melalui pemeriksaan pajak daerah yang lebih
intensif.

4) Mengadakan Gebyar Hadiah Pajak Daerah

- ]
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Melalui “Gebyar Hadiah Pajak Daerah” Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan program apresiasi bagi
waijib pajak patuh untuk meningkatkan motivasi masyarakat.

5) Penindakan Tegas untuk Wajib Pajak yang Menunggak
Pemberian sanksi administratif berupa surat teguran/peringatan dan
tindakan penagihan aktif bagi wajib pajak yang menunggak melibatkan
APH (Aparat Penegak Hukum), Kejaksaan dan Satpol PP.

6) Pemberian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Pedesaan (PBB-P2)
Pemberian insentif pajak berupa Diskon PBB-P2, 100% pengapusan
Denda PBB-P2 dan 75% Pengurangan Pokok Piutang PBB-P2 sampai
dengan tahun 2024

7) Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara bulanan maupun
triwulanan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang
dihadapi untuk segera diselesaikan.

B. Akuntabilitas Keuangan

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi APBD 2025

URAIAN ANGGARAN 2025 | REALISASI 2025 | Persentase
Pendapatan
Pendapatan 95.201.876.858,00 | 100.350.795.079,00 105,41
Asli Daerah
Pajak Daerah | 95.186.876.858,00 | 99.950.938.455,00 105,00
Retribusi 15.000.000,00 12.128.000,00 80,85
Daerah
Lain-Lain PAD 0,00 387.728.624,00 100,00
yang Sah
Belanja 17.508.465.499,69 | 15.599.433.218,00 89,10
Daerah
Belanja 16.172.565.454,73 | 14.603.656.529,00 90,30
Operasi
Belanja Modal | 1.335.900.044,96 995.776.689,00 74,54

Sumber : Sub Bagian Keuangan
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Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah
anggaran pendapatan sebesar Rp. 95.201.876.858,00 dan anggaran
belanja sebesar Rp. 17.508.465.499,84. Perbandingan antara anggaran
yang ditetapkan dengan realisasi keuangan pada tahun 2025.

Badan Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja keuangan yang
sangat positif dengan capaian pendapatan melampaui target dan adanya
surplus yang signifikan. Pendapatan di dominasi sepenuhnya oleh
Pendapatan Asli daerah ( PAD) target Anggaran pendapatan tahun
2025 sebesar Rp. 95.201.876.585,00 dengan realisasi pendapatan tahun
2025 sebesar Rp. 100.350.795.079,00 (105,4% dari target). Pajak
daerah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp.
99.950.938.455,00 Milyar. Namun, sektor retribusi daerah tidak
mencapai target hal ini di sebabkan oleh adanya renovasi gedung
sebagai objek retribusi pemanfaatan aset.

Tingkat penyerapan belanja menunjukkan efisiensi karena realisasi
berada dibawah pagu anggaran belanja tahun 2025 RP.
17.508465.499,69 dengan realisasi belanja tahun 2025 sebesar Rp.
15.599.433.218,00 (Penyerapan 89,1%). Belanja operasi merealisasikan
sebesar RP. 14.603.656.529,00 Milyar yang didominasi oleh belanja
pegawai. Terdapat efisiensi pada belanja barang dan jasa sebesar
19,44% dibandingkan tahun lalu. Belanja modal merealisasikan Rp.
995.776.689,00 meskipun secara total turun tipis (0,86%) terdapat
lonjakan signifikan pada belanja modal gedung dan bangunan sebesar
579,41% .

Hasil akhir tahun anggaran 2025 menunjukkan posisi keuangan
yang sangat kuat. Surplus tahun 2025 sebesar RP. 84.751.361.861,00,
terjadi peningkatan surplus sebesar 103,93% dibandingkan tahun 2024.

Kemampuan Badan Pendapatan Daerah dalam melampaui target

pendapatan pencapaian 105,4% sambil tetap menjaga belanja di bawah
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pagu 89,1% menghasilkan surplus yang besar menjadikan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki posisi keuangan
yang sangat sehat untuk mendukung program tahun berikutnya.

C. Tindaklanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2025
Ada dua rekomendasi DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban
Bupati Tanah Laut tahun 2025. Adapun tindaklanjut dan masalah yang ingin

diselesaikan sebagai berikut :

No. Rekomendasi Tindaklanjut Masalah yang
Diselesaikan
1. | Memaksimalkan | 1. Menyampaikandan | 1. Tujuannya
pendapatan menempelkan surat menyebarluaskan
sektor Sarang Bupati perihal informasi terkait
Burung Walet Kewajiban kewajiban Pajak
melaporkan dan Daerah khususnya
membayar pajak Pajak Sarang
sarang burung walet. Burung Walet.
2. Menyampaikan surat | 2. Tujuannya untuk
permintaan data KH- mengetahui potensi
2 pengiriman Sarang Sarang Burung
Burung Walet ke Walet ynag berasal
Balai Karantina dari Kabupaten
Hewan, lkan dan Tanah Laut
Tumbuhan 3. Tujuannya agar
Kalimantan Selatan Sarang Walet yang
3. Koordinasi dengan dikirim dari
Badan Karantina Kabupaten Tanah
Indonesia terkait Laut harus
permohonan membayar Pajak
menambahkan Sarang Burung
persyaratan bukti Walet sebelum
pembayaran Pajak mendapatkan
Sarang Burung sertifikat KH-2.
Walet dalam
penerbitan Surat
Sertifikat KH-2
4. Melaksanakan
penagihan Pajak
Sarang Burung
Walet secara rutin
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No. Rekomendasi

Tindaklanjut

Masalah yang
Diselesaikan

2. | Memaksimalkan
pendapatan
semua pajak
daerah

. Membentuk Tim

Pengendalian PBJT
Parkir tahun 2025

. Melakukan

rekonsiliasi data
penjualan komoditas
MBLB bersama
dengan pengusaha
MBLB dan Dinas
ESDM Provinsi
Kalimantan Selatan

. Membuat surat

Bupati Tanah Laut
perihal Pajak MBLB /
Galian C

. Membuat Surat

Bupati Tanah Laut
perihal PBJT Jasa
Makan dan/atau
Minuman penyedia
jasa katering

. Tujuannya untuk

sinergitas antar
Bidang dalam
mengoptimalkan
penerimaan PBJT
Jasa Parkir yang
baru hingga
pengendalian
terkait ketentuan
penggunaan karcis
dan pembinaan

. Tujuannya untuk

mengetahui jumlah
kubikasi penjualan
komoditas MBLB
yang kemudian
akan disandingkan
dengan
pembayaran Pajak.
Dimana apabila
ada selisih antara
penjualan dan
pembayaran pajak
MBLB-nya maka
akan dilakukan
penagihan kembali
atas kekurangan
tersebut.

. Tujuannya untuk

menyebarluaskan
informasi terkait
kewajiban Pajak
MBLB

. Tujuannya untuk

menyebarluaskan
informasi terkait
kewajiban PBJT
Jasa Makan
dan/atau Minuman.

m
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BAB Il
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak menerima
penugasan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga tidak terdapat
program, kegiatan, maupun anggaran yang bersumber dari tugas pembantuan
Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Bapenda Kabupaten Tanah Laut juga tidak menerima penugasan tugas
pembantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Karena itu, tidak
terdapat capaian kinerja, output, maupun outcome terkait pelaksanaan tugas
pembantuan dari Pemerintah Provinsi.

Namun, ada hubungan pekerjaan dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB), serta Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menerima Opsen PKB dan
Opsen BBNKB dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Pelaihari,
dimana UPT ini dibawah naungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan, sedangkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan menerima Opsen MBLB dari Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Pada tahun 2025 ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah
Laut ditargetkan menerima Opsen PKB sebesar Rp.22.500.000.000,00,-
terealisasi sebesar Rp.22.894.454.700,- atau sekitar 101,75%. Opsen BBNKB
ditargetkan Rp.17.500.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp.17.836.813.200,-
atau 101,92%. Kemudian, target MBLB Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp.3.500.000.000,00 - terealisasi sebesar Rp.
3.109.790.005,- atau 88,85%, sehingga pendapatan Opsen MBLB yang di
dapat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar
Rp.670.062.483-.
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BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai
jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Permendagri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. SPM hanya diterapkan pada enam
Urusan Pemerintahan Waijib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu:
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sosial

o o bk W=

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak termasuk
dalam perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan
dasar. Dengan demikian, Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki SPM yang
harus diterapkan atau dilaporkan. Meskipun tidak memiliki SPM, Badan
Pendapatan Daerah tetap melaksanakan berbagai upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik, terutama dalam Pelayanan Pajak Daerah. Kualitas
pelayanan publik yang diberikan Badan Pendapatan Daerah diukur dengan
indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun Realisasi Indeks Kepuasan
Masyarakat Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Target Realisasi Tahun 2025
2025 Triwulan | Triwulan | Triwulan | Triwulan
| [l 1] \Y
Indeks 84,42 84,5 84,97 86,5 85,75
Kepuasan
Masyarakat

Sumber : Bidang Pendaftaran Pajak Daerah, Pelayanan dan Informasi
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Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan | sampai
dengan Triwulan IV tahun 2025 dilaksanakan dengan baik serta sesuai
dengan petunjuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Dilihat dari realisasi Triwulan | sampai
dengan IV tahun 2025, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh
berada pada interval dengan kategori mutu pelayanan predikat A (Sangat
Baik). Perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dari 9 Variabel berada pada
kategori Sangat Baik (3,26 — 4,00). Berikut ini perolehan 9 Variabel dari
Triwulan -1V :

Tabel 4.2
Skor Variabel 2025
Skor 2025
Ruang Lingkup / Variabel | Triwulan | Triwulan | Triwulan | Triwulan
I Il 11 IV
1. | Persyaratan 3.7 3,27 3,27 3,28
2. | Prosedur 3,34 3,35 3.35 3,36
3. | Waktu Pelayanan 3,33 3,34 3,34 3,35
4. | Biaya/Tarif 4,00 4,00 4.00 4,00
5. | Kesesuaian Produk 3,31 3,32 3,32 3,32
Layanan
6. | Kompetensi Pelaksanaan 3,36 3,38 3,37 3,37
Layanan
7. | Perilaku Pelaksanaan 3,35 3,36 3,36 3.7
Layanan
8. | Kualitas Sarana dan 3,10 3,21 3,41 3,39
Prasarana
9. | Penanganan Pengaduan, 3,68 3,68 3,69 3,69
Saran dan Masukan
IKM 84,5 84,97 86,5 85,75

Sumber : Bidang Pendaftaran Pajak Daerah, Pelayanan dan Informasi
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Tahun
2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023.

Evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap Indikator Kinerja
yang sudah diuraikan dalam Bab Il capaian penyelenggaraan
pemerintahan daerah pada akuntabilitas kinerja organisasi dapat dilihat
bahwa capaian kinerja indikator pada tahun 2025 adalah 10,49% dengan
tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Memuaskan dengan
rentang capaian 112,79%. Kemudian, nilai evaluasi SAKIP pada tahun
2025 vyaitu 81,95 (A) berkategori Memuaskan dengan komponen
perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2025 sebesar 24,60
dan lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya, 2024 yakni 81,50
(A) dan tahun 2023 79,25 (BB). Kemudian, pada akuntabilitas keuangan
untuk realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah ini dapat tercapai
dengan menganalisa kembali kebutuhan kegiatan yang kemudian
dilakukan pergeseran, pengurangan, dan penambahan anggaran pada
kesempatan perubahan anggaran tahun 2025, serta percepatan realisasi
kegiatan dan memperhatikan rekap belanja dari masing-masing PPTK.

B. Strategi Peningkatan Kinerja
Upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Pendapatan Daerah
dalam rangka peningkatan kinerja organisasi sebagai berikut:
1. Penguatan Basis Data dan Potensi Pajak Daerah dengan
melaksanakan Intensifikasi & Ekstensifikasi Subjek/Objek Pajak

/
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Daerah, melakukan pendataan ulang dan pemutakhiran Pajak Daerah
secara berkala.

2. Melanjutkan pemasangan alat perekam transaksi data (Tapping Box)
di Rumah Makan dan hotel untuk meminimalisir human error dan
memastikan transparansi.

3. Sinkronisasi Data Lintas Instansi, memperkuat koordinasi dengan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) serta instansi terkait untuk menyelaraskan data
perizinan dengan data waijib pajak.

4. Program Inovasi “Gebyar Hadiah Pajak Daerah”, melanjutkan
pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak patuh, seperti hadiah
kendaraan bermotor alat elektronik dan rumah tangga untuk
mendorong kesadaran Masyarakat.

5. Program relaksasi pajak daerah, memberikan insentif berupa diskon
maupun penghapusan denda pada momen tertentu ( seperti Hari
Kemerdekaan dan HUT Daerah) untuk mendorong pelunasan
tunggakan.

6. Melaksanakan Capacity Building, High Level Meeting ETPD dan
Literasi Masyarakat untuk mendukung perluasan digitalisasi Transaksi
Non Tunai, memperluas kanal pembayaran melaui QRIS, e-
commerce, dan Perbankan guna mempermudah akses bagi
Masyarakat

7. Optimalisasi penagihan aktif, dengan menerbitkan surat teguran
secara berkala, klasifikasi piutang pajak daerah serta menjalin MOU
dengan Kejaksaan Negri dalam penagihan piutang pajak yang
membandel.

8. Penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan dengan melakukan
pemeriksaan lapangan secara berkala untuk mencocokkan data
pelaporan mandiri dengan kondisi riil di lapangan.

9. Upaya yang telah dilaksanakan untuk peningkatan nilai SAKIP tahun

2025 dengan melakukan penyelarasan dokumen perencanaan

i S T e 1 S o e s A N T R A e S T A S T ] SO e S R i SIS, Ve TR a0y
e ™ — ——————————————
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(cascading), fokus pada outcome (hasil), implementasi e-SAKIP,
evaluasi internal berkala, peningkatan kapasitas SDM dan integrasi
perencanaan dan anggaran.

10. Peningkatan penilaian survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
yang telah dilaksanakan dari Triwulan | sampai dengan Triwulan IV
yakni dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan pajak
daerah kepada masyarakat atau wajib pajak, keramahan petugas,
waktu pelayanan, transparansi biaya, penanganan pengaduan melalui
penyediaan kotak pengaduan, perbaikan sarana dan prasarana yang
didukung dengan penyederhanaan penggunaan Kkuesioner melalui

metode online (barcode/QR code).

W
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Ji. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814 ‘®'(0512) 21101

Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah {4.h.2)

Data perhitungan KK {4.b.2)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah + 269.296.501.054

Realisasi Pendapatan Daerah 2025 + 2,567.483.079.607
Rumus ¢ Redlisasi Pendapatan Asli Daerah

% 100%

Realisasi Pendapatan Daerah 2025

Rumus = 269.296.501.053,78
; X 100%

2.567.483.079.601,78

= 10,48%




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : JI. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelathari Kode Pos 70814

REALISAS| PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2025

Data Dukung IKK 4,17{.2

| B " Realisasi Anggaran " Capaian
NO Uralan i (Rp) {Rp) (%) - Ket
B/ N R R - M R ;S S o B
A_| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1 |
1. | Pejak Berah | 9994955045500 o mEeess00| 10500 |
| 2 |Revibusivaemn | 2088009684400 | 202635304500 10304
3. 'Hasil:.pengelolaan Kekayaan '_ | | _
: },DaerahYang dipisahkan 1 13.284671.940,00 | 13;284:.671‘:940;00'. . 100,00 }
4 | LeininPADyangsah | 1351827281478 | 119.006587.20800 | 11350 |

umen | 2s020n501.05878 | 2azestasnonton | tomss |

18 Februari 2026




PEMERINTAHAN KAB, TANAHLAUT
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